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Sambutan 
Kepala Pusat Analisis Keparlemenan

Di era demokrasi modern, peran legislatif yang diamanatkan 
kepada DPR RI sangatlah penting dalam pembentukan kebijakan 
dan representasi suara rakyat. Buku “Kepemimpinan Legislatif dan 
Dinamika Parlemen: Proses Kebijakan dan Demokrasi” disusun de-
ngan tujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang 
berbagai aspek dan dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan peran 
lembaga legislatif, khususnya dalam konteks Amerika Serikat dan In-
donesia.

Dalam buku ini, para ahli dan akademisi terkemuka memba-
has berbagai topik yang mencakup proses pembentukan kebijakan di 
Kongres Amerika Serikat, peran kelompok kepentingan, hingga tan-
tangan demokrasi di tingkat global. Setiap pemaparan menawarkan 
wawasan mendalam dan analisis tajam tentang bagaimana berbagai 
elemen dalam sistem legislatif bekerja dan berinteraksi satu sama lain.

Dengan menggabungkan perspektif dari dua negara dengan 
sistem politik yang berbeda, buku ini tidak hanya memberikan anali-
sis komparatif yang kaya tetapi juga menggali dampak dari pemben-
tukan negara terhadap peran lembaga legislatif di Amerika Serikat 
dan Indonesia. Diharapkan, buku ini dapat memberikan pema-
haman yang lebih luas tentang bagaimana faktor-faktor historis dan 
struktural memengaruhi dinamika lembaga legislatif dan demokrasi.

Buku ini diharapkan menjadi referensi berharga bagi mahasis-
wa, analis, serta praktisi yang tertarik dengan studi tentang lembaga 
legislatif, kebijakan publik, dan demokrasi. Harapannya, pembaca 
dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang 
kompleksitas dan dinamika proses yang berlangsung di lembaga le-
gislatif serta tantangan yang dihadapi dalam upaya mewujudkan de-
mokrasi yang sehat dan efektif.
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Kami berharap buku ini dapat menginspirasi diskusi dan ka-
jian lebih lanjut dalam bidang kepemimpinan legislatif dan demo-
krasi. Selamat membaca dan semoga buku ini memberikan wawasan 
baru yang bermanfaat dalam memahami proses kebijakan dan demo-
krasi di era modern.

Jakarta, September 2024

A. Sani Alhusain, S.E., M.A.
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Sambutan
Kepala Biro Kerja Sama Antar-Parlemen
dan Organisasi Internasional

Dengan segala puji syukur, kami mempersembahkan buku 
ini sebagai bagian dari upaya kami untuk mendokumentasikan Pro-
gram Short Course “Legislative and Management Training Program 
2023” yang telah diselenggarakan dengan penuh antusiasme dan 
semangat oleh para peserta. Program ini tidak hanya menarik teta-
pi juga sangat bermanfaat untuk meningkatkan kapasitas dan pe-
mahaman dalam praktik di lembaga legislatif dan manajemen yang 
dilakukan oleh sistem pendukung lembaga legislatif.

Pelatihan ini mencakup berbagai topik penting yang disam-
paikan oleh para ahli dari Northern Illinois University (NIU) dan 
The Asia Foundation. Materi yang disampaikan dalam program ini 
sangat beragam, mulai dari pengenalan tentang Kongres Amerika 
Serikat, peran kelompok kepentingan dalam proses pembuatan ke-
bijakan, hingga tantangan demokrasi di tingkat global. Selain itu, 
pelatihan ini juga melibatkan sesi studi lapangan yang memberikan 
wawasan praktis kepada peserta. Selama 15 hari pelaksanaan pela-
tihan, peserta mendapatkan pengalaman yang sangat berharga yang 
tidak hanya meningkatkan pengetahuan tetapi juga memperluas ja-
ringan profesional.

Kami berharap program ini dapat terus dilanjutkan di masa 
mendatang, mengingat pentingnya pelatihan seperti ini dalam men-
dukung transformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia. 
Buku ini merupakan sebagian dari seluruh materi yang disampaikan 
selama program berlangsung. Akan ada buku lain yang diterbitkan 
sebagai lanjutan dari dokumentasi ini untuk memastikan bahwa se-
luruh materi yang berharga dapat diakses oleh lebih banyak pihak.

Evaluasi program yang telah dilakukan menunjukkan berbagai 
aspek yang perlu ditingkatkan. Beberapa catatan penting dari evalu-
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asi antara lain adalah perlunya pendalaman materi tertentu, pening-
katan interaksi antarpeserta, serta penyesuaian terhadap kebutuhan 
dan latar belakang peserta yang beragam. Sekretariat Jenderal DPR 
RI berkomitmen untuk mempertimbangkan masukan dari evaluasi 
tersebut guna penyempurnaan program-program berikutnya. Misal-
nya, ada usulan untuk menambahkan materi tentang penggunaan 
kecerdasan buatan (AI) dalam proses legislasi, yang dianggap relevan 
dengan tren teknologi saat ini.

Kami juga ingin mengapresiasi semangat dan dedikasi para 
peserta yang telah mengikuti program ini dengan penuh antusias-
me, diskusi hangat, dan kerja sama dari seluruh peserta program, 
yaitu:
- Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si.
- Ir. Sumariyandono, M.P.M.
- Drs. Helmizar, M.E.
- Achmad Sani Alhusain, S.E., M.A.
- Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si.
- Endang Suryastuti, S.H., M.Si.
- Arini Wijayanti, S.H., M.H.
- Hernadi, S.IP., M.Si.
- M. Najib Ibrahim, S.Ag., M.H.
- Ratna Puspita Sari, S.E., M.Ak.
- Dr. Anita Handayaniputri, S.T., M.T.
- Yulia Indahri, S.Pd., M.A.
- Arif Usman, S.H., M.H.
- Rendy Alvaro, S.Sos., M.E.
- Mardisontori, S.Ag., LL.M.
- Beny Rahbandiyosa Sabri, S.E.
- Khopiatuziadah, S.Ag., LL.M.
- Fariza Emra, S.T., M.Sc.

Semangat ini terlihat dari tingginya partisipasi dan komitmen 
dalam setiap sesi pelatihan, baik itu dalam diskusi kelompok, simu-
lasi interaktif, maupun studi lapangan. Tidak ada satu pun peserta 
yang kehilangan semangatnya, bahkan banyak yang merasa terinspi-
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rasi untuk menerapkan pengetahuan yang didapatkan dalam peker-
jaan sehari-hari.

Pelatihan ini juga menyoroti pentingnya kerja sama internasi-
onal dan pertukaran pengetahuan. Kunjungan ke Capitol Hill dan 
berbagai instansi pemerintah di Amerika Serikat memberikan per-
spektif baru tentang praktik-praktik terbaik yang dapat diadaptasi di 
Indonesia. Kami berharap, di masa mendatang, program ini dapat 
diperluas dengan mengundang peserta dari negara-negara lain di 
Asia atau Asia Tenggara untuk berbagi pengalaman dalam praktik 
demokrasi.

Kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah berkon-
tribusi dalam penyelenggaraan program ini, terutama kepada NIU 
yang telah menyediakan tenaga pengajar berkualitas dan fasilitas 
yang mendukung keberhasilan program ini. Semoga buku ini dapat 
menjadi referensi yang bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi 
pengembangan kompetensi lebih lanjut.

Selamat membaca.

Jakarta, September 2024

Endah T. D. Retnoastuti, S.S., M.Phil.
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Kata Pengantar

Izinkan kami mempersembahkan buku “Kepemimpinan Legis-
latif dan Dinamika Parlemen: Proses Kebijakan dan Demokrasi,” yang 
disusun berdasarkan diskusi pada saat mengikut program Short Course 
“Legislative and Management Training Program 2023”. Buku ini berisi 
paparan dari para ahli dan akademisi yang pakar di bidangnya. Tujuan 
penyusunan buku ini adalah untuk memberikan wawasan mendalam 
mengenai proses legislatif dan dinamika demokrasi, baik di Amerika 
Serikat maupun Indonesia. Kami menyadari bahwa ilmu dan pengeta-
huan yang kami peroleh selama mengikuti program singkat selama dua 
minggu di Amerika Serikat memiliki nilai yang sangat tinggi dan layak 
dibagikan kepada pembaca lain yang belum berkesempatan mengikuti 
pelatihan serupa.

Dalam proses penyusunan buku ini, kami berupaya untuk me-
nyajikan analisis yang komprehensif dan berimbang. Berbagai topik 
yang dibahas meliputi pembentukan kebijakan di Kongres Amerika Se-
rikat, peran kelompok kepentingan, serta tantangan yang dihadapi oleh 
demokrasi di tingkat global. Buku ini diharapkan mampu memberikan 
perspektif yang luas dan mendalam tentang bagaimana sistem legislatif 
bekerja dan bagaimana berbagai elemen di dalamnya saling berinteraksi.

Kami menyadari pentingnya peran lembaga legislatif dalam pem-
bentukan kebijakan dan representasi rakyat. Oleh karena itu, dalam 
buku ini, kami berusaha menggali lebih dalam mengenai faktor-fak-
tor historis dan struktural yang memengaruhi dinamika legislatif dan 
demokrasi di kedua negara. Dengan demikian, buku ini tidak hanya 
menjadi referensi akademik, tetapi juga dapat menjadi bahan diskusi 
dan kajian lebih lanjut bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan 
masyarakat umum yang tertarik dengan isu-isu legislatif dan demokrasi.

Mark B. Harkins, Senior Fellow di Government Affairs Institute di 
Georgetown University, membuka wawasan tentang proses pembuatan 
kebijakan di Kongres. Dengan latar belakang pengalaman panjangnya 
di Capitol Hill dan dalam dunia hubungan pemerintah, presentasinya 
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mencakup sejarah pembentukan pemerintahan, dari periode revolusi 
hingga penyusunan Konstitusi. Mark menjelaskan struktur kompleks 
Kongres yang sengaja diciptakan untuk mengatasi tantangan dan me-
minimalkan risiko munculnya pemimpin otoriter. Penekanan pada ke-
hati-hatian dan bukan pada kecepatan atau keseimbangan kekuasaan 
antar-negara bagian menjadi ciri khas sistem AS.

Barry Hager, Presiden Hager Associates, menyampaikan paparan 
tentang peran kelompok kepentingan dalam proses pembuatan kebi-
jakan di Kongres. Barry Hager sebelumnya pernah bekerja di Kongres 
dan memiliki keahlian di bidang kebijakan perbankan, hubungan luar 
negeri, dan pembangunan ekonomi di AS, Eropa, dan Jepang. Sebelum 
mendirikan Hager Associates, beliau bekerja di Kongres selama tujuh 
tahun, termasuk sebagai kepala penasihat dan direktur subkomisi per-
bankan Dewan yang menangani pembangunan internasional dan keu-
angan. Hager menyoroti keterbukaan Kongres terhadap masukan dari 
berbagai kelompok, termasuk kelompok swasta yang sangat berperan 
dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

Walter Lohman, profesional Kantor Senator Dan Sullivan 
(R-Alaska), membahas peran Kongres dalam kebijakan luar negeri dan 
keamanan nasional. Dengan pengalaman sebelumnya di The Heritage 
Foundation dan posisinya sebagai dosen tamu di Georgetown Univer-
sity, Lohman menyoroti hubungan antara eksekutif dan Kongres. Wal-
ter menyampaikan arti penting kerja sama dalam hal anggaran, kebijak-
an perdagangan, dan konfirmasi pejabat pemerintah.

Frank Jannuzi, Presiden dan CEO The Mike and Maureen Man-
sfield Foundation, melanjutkan diskusi Walter tentang peran Kongres 
dalam hubungan AS–Indonesia. Dengan latar belakangnya sebagai Di-
rektur Eksekutif Amnesty International, U.S., dan pengalaman di Se-
nat Amerika dalam urusan Asia Timur dan Pasifik, Frank menyoroti 
peran konstituen dalam membentuk pandangan Kongres. Frank juga 
menekankan pentingnya pendidikan berkelanjutan untuk mendorong 
Kongres agar tetap memperhatikan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, 
dalam hubungan ekonomi dan keamanan global.
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Dr. Darrell West dari The Brookings Institution yang dalam pa-
parannya membahas tantangan demokrasi, baik di AS maupun secara 
global. Darrell menyoroti disparitas ekonomi di AS, dimana sekitar 15 
persen dari seluruh wilayah menghasilkan 72 persen produk domestik 
bruto (PDB). Akibatnya, 85 persen wilayah lain harus mengelola akti-
vitas ekonomi yang cukup terbatas. Hal ini mengakibatkan munculnya 
semangat populis dan ultra-nasionalis, yang juga ditemui di banyak ne-
gara lain.

Prof. J. Mitchell Pickerill, pakar ilmu politik, telah menjelaskan 
asal-usul sejarah bikameralisme, melihat akarnya yang dimulai pada 
abad pertengahan Inggris dan pengaruhnya terhadap konstitusi. Hu-
bungan antara bikameralisme dan federalisme dieksplorasi, dengan pe-
nekanan pada bagaimana para perancang konstitusi berupaya melin-
dungi kepentingan negara bagian dan pada saat yang sama membangun 
pemerintah pusat yang lebih kuat.

Prof. Scot Schraufnagel secara khusus memaparkan federalisme 
AS dan asal-usul politik bikameralisme di Kongres. Scot juga membahas 
secara khusus efektivitas institusional, dan menyampaikan paparan me-
ngenai peran lembaga kongresional seperti Congressional Research Servi-
ces (CRS), Congressional Budget Office (CBO), dan General Accounting 
Office (GAO), yang menonjolkan sifat non-partisan mereka untuk men-
jaga objektivitas dan kepercayaan publik.

Azriansyah membahas dampak state formation terhadap peran 
lembaga legislatif di AS dan Indonesia. Beliau menjelaskan konsep sta-
te formation, perbandingan antara AS dan Indonesia, dan dampaknya 
terhadap lembaga legislatif. AS cenderung legislative-heavy, sementara 
Indonesia memiliki dominasi eksekutif dan lembaga legislatif hanya se-
bagai “rubber stamp.

Christopher B. Goodman yang membahas evolusi kekuasaan le-
gislatif AS dan peran CBO. Christopher menjelaskan bahwa sebelum 
tahun 1921, tidak ada proses anggaran yang terformalisasi di AS, dan 
setiap agensi berinteraksi langsung dengan komisi Kongres terkait.
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Prof. Scott E. Robinson membahas berbagai pendekatan dalam 
forecasting, dengan fokus pada keterampilan analisis. Melalui contoh 
sederhana, beliau menggambarkan tantangan forecasting permintaan la-
yanan masyarakat tahun 2023 dengan menggunakan teknik forecasting 
untuk membuat prediksi berbasis bukti dan tetap memperhatikan pelu-
ang ketidakpastian.

Dan terakhir, presentasi Prof. Kurt Thurmaier mengenai evolu-
si fungsi lembaga legislatif di negara bagian AS, dimulai dari legislator 
yang kuat pada awal berdirinya negara hingga pelemahan setelah Perang 
Saudara dan Perang Korea. Pada tahun 1960-an, perubahan besar di bi-
dang kesejahteraan sosial menjadi tekanan tersendiri bagi negara-negara 
bagian, dan pada tahun 1970-an dan 1980-an, terjadi desentralisasi ke 
negara bagian di bawah pemerintahan Nixon dan Reagan, yang mendo-
rong pembentukan kantor fiskal legislatif untuk memberikan layanan 
analisis independen.

Kami berharap, melalui buku ini, pembaca dapat memperoleh 
pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kompleksitas proses di 
lembaga legislatif dan tantangan yang dihadapi dalam upaya mewujud-
kan demokrasi yang sehat dan efektif. Buku ini dapat digunakan sebagai 
referensi dalam penelitian, pengajaran, serta dalam proses pembuatan 
kebijakan yang lebih baik. Semoga buku ini juga dapat menginspirasi 
berbagai diskusi dan penelitian di bidang kepemimpinan legislatif dan 
demokrasi.

Jakarta, September 2024

Yulia Indahri
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In the discussion, how federal funding, particularly in areas like 
healthcare and environmental programs, often reaches individuals 
through states acting as intermediaries. States can apply for grants from 
federal agencies like the Environmental Protection Agency to address 
water treatment or flood mitigation issues. The mention of the ‘60s and 
‘70s highlights a shift from the money going directly to individuals in 
those decades to more recent times, where it often flows through states.

Draws a comparison between the equalization aid in Indonesia, 
distributed based on population and needs, and the U.S. system, where 
equalization in education funding is seen at the state level, addressing 
disparities between rich and poor school districts. This provides insights 
into the complexities of funding distribution mechanisms.

As the discussion opens to questions, the focus shifts to the power 
balance between the legislative and executive branches, particularly re-
garding the budget. Legislative leadership expressing a desire for more 
power is crucial. Drawing from the U.S. experience, organizations like 
the Congressional Budget Office emerged from politicians seeking evi-
dence to counter executive narratives and ensure forecast accuracy and 
building demand for analytical services within the legislative framework, 
suggesting that members of parliament can request analyses from the 
Secretariat, creating a legitimate route for enhancing the demand for 
such services.

In collaboration efforts between the parliamentary budget office 
and universities, we are exploring the idea of strengthening knowledge 
and analysis for the members of parliament. 

The conversation then transitions to the issue of budget alloca-
tion for the parliamentary budget, indicating that it is currently a very 
small fraction of the national budget. Collaborating with various experts, 
not just economists is important to analyze proposals effectively. They 
highlight the value of building networks and creating informal shadow 
forecasts to provide added value to legislators. The discussion touches 
on examples of successful collaborations, referencing the fiscal research 
center at Georgia State as a model.

The conversation then shifts to discussing budget autonomy for 
the legislative branch. There is a mention of the possibility of earmark-
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ing a specific percentage from the national budget for the parliamentary 
budget’s establishment. It emphasizes the importance of demand-driv-
en budgets, where different arms of the legislature present their budget 
needs to the appropriations committee, drawing an analogy with man-
aging a household budget.

On collaborative efforts, the challenges of budget allocation, and 
the importance of a demand-driven approach in budgeting for the par-
liamentary budget office. It begins by recounting an incident from 1976 
where the sergeant suggests the need for more computers. They highlight 
the simplicity of the budget process at that time and the political check 
on extravagant spending, mentioning members of Congress who make 
symbolic gestures to showcase fiscal responsibility.

Tips on transitioning and suggests an incremental strategy. It is 
advised to focus on specific areas to establish expertise and credibility, 
providing targeted advice in areas like environmental policy or health. 
The idea is to prove the value of the parliamentary budget office’s capa-
bilities in small, targeted domains before expanding into broader areas.
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Epilog

Buku “Kepemimpinan Legislatif dan Dinamika Parlemen: Proses 
Kebijakan dan Demokrasi” memberikan wawasan komprehensif ten-
tang proses legislatif dan dinamika demokrasi di Amerika Serikat dan 
Indonesia. Melalui serangkaian paparan dari para ahli dan akademisi 
terkemuka, buku ini mengupas berbagai aspek penting dalam pemben-
tukan kebijakan dan peran legislatif.

Mark Harkins mengawali diskusi dengan menggambarkan proses 
pembuatan kebijakan di Kongres Amerika Serikat, yang dirancang un-
tuk mencegah munculnya kekuasaan otoriter. Sistem bikameral dengan 
House of Representatives dan Senate memberikan keseimbangan antara 
negara bagian besar dan kecil, serta mencegah dominasi politik elite. 
Barry Hager menyoroti peran vital kelompok kepentingan dalam proses 
legislasi di Kongres, meskipun sistem keuangan kampanye yang kom-
pleks dapat menciptakan kesan korupsi dan pengaruh berlebihan dari 
pihak tertentu. Walter Lohman dan Frank Jannuzi menjelaskan bahwa 
meskipun eksekutif memiliki peran dominan dalam kebijakan luar ne-
geri, Kongres memegang peran penting dalam pendanaan, kebijakan 
perdagangan, dan konfirmasi pejabat, dengan keterlibatan konstituen 
yang sangat memengaruhi kebijakan luar negeri AS.

Darrell West mengidentifikasi tantangan utama bagi demokrasi, 
termasuk ketimpangan ekonomi, disinformasi, dan polarisasi politik. 
Ia menekankan pentingnya penyesuaian institusi politik dengan era 
digital dan menjaga integritas proses demokrasi. J. Mitchell Pickerill 
menguraikan asal usul bikameralisme dan federalisme di AS yang diran-
cang untuk melindungi kepentingan negara bagian kecil dan mencegah 
dominasi mayoritas. Federalisme memberikan otonomi kepada negara 
bagian, sementara sistem bikameral memastikan representasi yang adil.

Christopher B. Goodman membahas evolusi kekuasaan legislatif 
di AS, dengan pembentukan Congressional Budget Office (CBO) yang 
memberikan analisis independen dan memperkuat proses anggaran. 
Scott E. Robinson menjelaskan pentingnya teknik forecasting dalam 
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perencanaan kebijakan, dengan fokus pada analisis berbasis bukti dan 
pengelolaan ketidakpastian. Kurt Thurmaier menggambarkan evolusi 
fungsi lembaga legislatif di negara bagian AS sebagai respons terhadap 
tekanan sosial dan desentralisasi kekuasaan, dengan pembentukan kan-
tor fiskal legislatif yang memberikan layanan analisis independen.

Buku ini diharapkan menjadi referensi berharga bagi mahasiswa, 
analis, serta praktisi yang tertarik dengan studi tentang lembaga legisla-
tif, kebijakan publik, dan demokrasi. Terima kasih telah membaca, dan 
semoga buku ini memberikan wawasan yang bermanfaat dalam mema-
hami proses kebijakan di era modern.

Jakarta, September 2024

Yulia Indahri
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Kepemimpinan Legislatif 
dan Dinamika Parlemen: 
Proses Kebijakan dan Demokrasi
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terkemuka, buku ini menggali lebih dalam proses 
pembuatan kebijakan, peran kelompok kepen-
tingan, tantangan demokrasi global, serta dam-
pak formasi negara terhadap peran lembaga le-
gislatif. Buku ini menawarkan wawasan yang luas 
dan mendalam mengenai bagaimana sistem legis-
latif bekerja di kedua negara, serta interaksi yang 
kompleks antara elemen-elemen di dalamnya.

Didesain untuk menjadi referensi berharga 
bagi mahasiswa, analis, praktisi, serta siapa pun 
yang tertarik dengan studi tentang lembaga legis-
latif, kebijakan publik, dan demokrasi, buku ini 
mengajak pembaca untuk memahami lebih jauh 
kompleksitas dan dinamika yang terjadi dalam 
upaya mewujudkan demokrasi yang sehat dan 
efektif.




